
BUPATI BONE BOLANG0
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR      15           TAHUN2020

TENTANG

PENYELBNGGARAAN MALL PBLAYANAN PUBLIK

KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang         : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan

publik   secara   berkelanjutan,   terpadu   dan   terintegrasi   untuk
seluruh jenis pelayanan  Pemerintah  Daerah,  Badan Usaha Milik
Daerah/ Swasta pada satu tempat, yang cepat mudah, terjangkau ,
dan  aman,  perlu  menetapkan  Peraturan  Bupati  Bone  Bolango
tentang   Penyelenggaraan    Mall    Pelayanan    Publik   Kabupaten

Mengingat

J*.*

i

Bone Bolango;

:  1.   Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) ;

2.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003  tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor  26,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4269) ;

3.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman
Modal  (Lembaran  Negara  Tahun  2007  Nomor  67  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4724);

4.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Publik   (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2009
Nomor  122,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Nomor 5038) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (I.embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014

Nomor 244,  Tambahan  I,embaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan    Undang-Undang   Nomor   9   Tahun    2015    tentang



perubahan   Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23   Tahun
2014    tentang    Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara

Republik   Indonesia   Tahun    2015   Nomor   58,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2014  tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   I.embaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 5601);

7.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    96    Tahun    2012    tentang
Pelaksanaari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan    Publik    (Lembaran    Negara    Republik   Indonesia

Tahun    2012    Nomor    215,    Tambahan    I,embaran    Negara

Republik Indonesia Nomor 5357) ;

8.   Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Telpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

9.   Peraturan  Presiden  Nomor  81   Tahun  2010  tentang  Grand
Design Reforlnasi Birokrasi 2010 -2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 91  tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha;

Memperhatikan  : 1.   Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi    Birokrasi     Nomor     23     Tahun     2017     tentang

Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;

2.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah;

MBMUTUSKAN :

Menetapkan    : PERATURAN           BUPATI           BONE           B0LANGO           TENTANG

pBrvELENGGARAAN    MALL    pELA¥ANAN    PUBLIK    KABupATEN

BONE BOLANG0

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

2.   Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  Perangkat  Daerah  sebagai
unsur Satuan Keria Perangkat Daerah penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3.   Bupati adalah Bupati Bone Bolango.



4.   Sekretaris   Daerah   adalah   Sekretaris   Daerah   Kabupaten   Bone
Bolango.

5.   Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  yang  selanjutnya  disingkat  FTSP
adalah  pelayanan  secara terintegrasi  dalam  satu  kesatuan  proses
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian

produk pelayanan satu pintu.
6.   Penyelenggara   FTSP   yang   selanjutnya   disingkat   PPTSP   adalah

perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua
bentuk  pelayanan  Perizinan  dan  Nonperizinan  serta  penanaman
modal di Daerah dengan sistem satu pintu.

7.   Perangkat  Daerah  Telmis  adalah  Unsur  Satuan  Kelja  Perangkat
Daerah,  Badan,  Kantor  yang  mengelola  pelayanan  Perizinan  dan
Nonperizinan.

8.   Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban
dan   pertanggungjawaban   Perizinan   dan   Nonperizinan,   termasuk

penandatanganannya atas mama pemberi wewenang.
9.   Standar  pelayanan  adalah  tolak  ukur yang  dipergunakan  sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kwalitas
pelayanan   sebagai   kewajiban   dan   janji   penyelenggara   kepada
masyarakat   dalam   rangka   pelayanan   yang   berkwalitas,   cepat,
mudah, teljangkau dan terukur.

10. Standar   Operasional   Prosedur  yang   selanjutnya   disingkat   SOP
adalah  serangkaian  petunjuk  tertulis  yang  dibakukan  mengenai

proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
11. Pelayanan   Secara   Blektronik  yang   selanjutnya   di   singkat   PSE

adalah   pelayanan   Perizinan   dan   Nonperizinan   yang   diberikan
melalui PTSP secara elektronik.

12. Izin  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah
berdasarkan   peraturan   daerah   atau   peraturan   lalnnya   yang
merupakan bulcti legalitas, menyatakan sah a.tau diperbolehkannya
seseorang   atau   badan   untuk  melakukan   usaha  atau   kegiatan
tertentu.

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah   Daerah   yang   memiliki   kewenangan   sesual   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas
fiskal,     dan    informasi    sesuai    dengan    ketentuan    peraturan

perundang-undangan.

/



15. Tim Teknis adalah  kelompok kelja yang terdiri dari unsur Satuan
Ker].a Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk
memberikan pelayanan perizinan terpadu.

16. Pelayanan  Publik adalah  keriatan  atau  rangkaian  kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.
17. Mall Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau

aktivitas   penyelenggaraan   pelayanan   publik   alas   barang,   jasa
dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi

pelayanan  terpadu  balk  pusat  maupun  daerah,  serta  pelayanan
Badan   Usaha   Milik   Negara/Badan   Usaha   Milik   Daerah/swasta
dalam    rangka    menyediakan    pelayanan    yang    cepat,    mudah,
teriangkau, aman, dan nyaman.

18.Penyelenggara     Pelayanan     Publik     yang     selanjutnya     disebut
Penyelenggara    adalah    setiap    institusi    penyelenggara    negara,
korporasi, 1embaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan  hukum  lain

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
19. Organisasi    Penyelenggara    Pelayanan    Publik    yang    selanjutnya

disebut      Organisasi      Penyelenggara      adalah      satuan      kerja

penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi
penyelenggara    negara,    korporasi,    1embaga    independen    yang
dibentuk  berdasarhan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan

publik,  dan  badan hukum lain yang dibentuk  semata-mata untuk
kegiatan pelayanan publik.

20. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam

pemberian  pelayanan  yang  dflaksanakan  dalam  satu  tempat  dan
diawasi oleh system pengendalian manajemen guna memperlnudah,
mempercepat dan mengurangi biaya.

21. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disin9kat K/L adalah
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah,

22. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L
adalah Badan  Usaha Milik Negara (BUMN)  dan Badan  Usaha Milik

Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.

23. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas
dan  fungsi  melakukan  pembinaan  teknis terhadap unit pelayanan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



24. Perizinan  adalah  pemberian  legalitas  dalam  bentuk  izin  kepada
orang  perseorangan  atau  badan  hukum  untuk  melakukan  usaha
atau kegiatan tertentu.

25. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya
kepada orang perseorangan atau badan hukum.

26. Izin   adalah   dokumen   yang   diterbitkan   bersadarkan   Peraturan
Daerah dan/ atau Peraturan lalnnya yang merupakan bukti legalitas

yang menyatalran  sah  atau  diperbolehkannya orang  perseorangan
atau badan hukum untuk melakukan kegiatan atau usaha tertentu.

27. Nonizin  adalah  rekomendasi  atau  dokumen  lainnya  berdasarkan
Peraturan   Daerah   dan/atau   Peraturan   lainnya  yang   diberikan
kepada orang perseorangan atau badan hukum.

BAB 11

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1)  Mall Pelayanan Publik bertujuan:
a.   memberikan       kemudahan,        kecepatan,       keteljangkauan,

keamanan,    dan    kenyalnanan    kepada    masyarakat    dalam
mendapatkan pelayanan; dan

b.   meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan
berusaha di Indonesia.

(2)  Mall Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:
a.   keterpaduan;
b.   berdaya guna;
c.    koordinasi;

d.   akuntabilitas;
e.    aksesibilitas;
f.    kenyamanan; dan

9.   bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

(1)  Mall  Pelayanan  Publik  diselenggarakan  oleh  Perangkat  Daerah
yang   melaksanakan   tugas   dan   fungsi   di   bidang   penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2)  Ruang lingkup Mall Pelayanan Publik meliputi seluruh pelayanan
perizinan     dan     nonperizinan     yang     menjadi     kewenangan
Pemerintah    Daerah    serta    pelayanan    Badan    Usaha    Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ swasta.



BAB Ill

PENYBLENGGARAAN MALL PELAYANAN PUBLIK

BagianKecatu
Manajemen Mall Pelayananpublik

Pasal 4

( 1 ) PPTSP sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional
Mall Pelayanan Publik.

(2) Dalam  melakukan  pengendalian   sebagainana  yang  dimaksud
pada ayat ( 1),  Kepala PFTSP menyusun tata tertib sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PPTSP  dapat  membuat  laporan  yang  memuat  analisa  terhadap
pelaksanaann tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .

BagianKedua
Sumber  Daya Manusia

Pasal 5
Sumber  daya  manusia  dalam  penyelenggaraan  Mall  Pelayarian  Publik
terdiri  dari   masing-masing   Kementerian/Lembaga,   Perangkat   Daerah,
Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.

Bagian Ketiga

Mekani sine Pelayanan
Pasal 6

Penyelenggaraan     Mall     Pelayanan     Publik     melibatkan     institusi

penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang  dibentuk
berdasarhan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan
pelayanan   publik   sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   yang
merupakan bagian  yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)  Mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau non K/L dalam
Mall   Pelayanan   Publik  dilakukan   melalui  mekanisme   Peljanjian
Kerja  Sama  antara  Bupati  dengan  K/L  dan/atau  Non  K/L  yang
dilakukan Tim Koordinasi Keba Salna Daerah.

(2)  Penyediaan     dan     Pemanfaatan     Gedung     untuk     Pelaksanaan
Penyelenggaraan   Mall   Pelayanan   Publik   oleh   K/L   dan   /atau
Non K/ L menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-Undangan.



(3)  Setiap Instansi dan/ atau Lembaga penyelenggara pelayanan publik
yang  ada  dalam  Mall  Pelayanan  Publik  bertanggung  jawab  atas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesual dengan tugas
dan fungsi dari Instansi dan/ atau Lembaga berdasarkan ketentuan

peratu ran perundang-undangan.

Pasal 8
Ketentuan    lebih    lanjut    mengenai    mekanisme    pelayanan    publik
sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal  6   dan   Pasal   7  diatur  dalam
Kesepakatan dan/ Peljanjian Kelja Sama.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)  Biaya    pelaksanaan    Mall    Pelayanan    Publik    dibebankan    pada
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   melalui   dokumen

pelaksanaan  anggaran    PPTSP  dan  sumber  lain  yang  sah  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)  Anggaran  biaya pelaksanaan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  ( 1)
terdiri dari :

a.   penyediaan  telepon,  air,  listrik dan  internet untuk kepentingan
Penunjang  Mall  Pelayanan   Publik  termasuk  Biaya  Anjungan
Tunai Mandiri;

b.   pengelolaan gedung; dan

c.   penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standardisasi

peralatan kelja.
(1)  Anggaran biaya dari  sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kelja Sama.

(2)  Selain   anggaran   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   menjadi
beban  dan  tanggung jawab  masing-masing Instansi   dan/lembaga
Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai tugaLs pokok dan fungsi.

BABV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal  10

Monitoring  dan  evaluasi  dilaksanakan  secara  berkala  oleh  Tim  yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 1 1

Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 10 dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BJre VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  12

Peratu:ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan   penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

PARAFHIERARKllls/
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Diundangkan di Suwawa
pada tanggal          3o   H€ret
SEKRETARIS DAERAI+ BUPATEN

SHAK NTORA

2020
BONE BOLANGO,

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196411061991031005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR  15



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
JlrL Ffrof. DR.Ing. B.J. Hahibie

Nomor :  180/Hkm-Ks/Setda/  /2020

OBJEK

No.1  PUSA:I PE;RKANTORAN BONE BOIANGO

Suwawa,        Februari 2020

Kepada Yth,
BUPATI   BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE B0LANGO

: PERATURAN           BUPATI           BONE           BOLANGO           TENTANG

PENYELENGGARAAN    MALL    PEIAYANAN    PUBLIK    KABUPATEN

BONE BOLANGO

PENGELOLA   : DINAS  PENANAMAN  MODAL,  PELAYANAN   TERPADU  SATU  PINTU

DAN TENAGA KERJA

CATATAN          : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN        :  1  (Satu)  Berkas

UNTUK : Mohon   Persetujuan   dan  Tanda  Tangan  Atas   Peraturan   Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BONE B0LANGO
DmAs PENAHA)tAM UODAL pELATAHAn TmpADu sATtT pmTtJ I)AH TEHAGA I[ERIA

J]. Prof. Dr. Ing.`B. I. Habibie No 1,Desa ulantha Kecamatan suwawa, 96184       '

TELAAIIAN STAF

Kepada        :    Bupati Kabupaten Bone Bolango
Dari             :   Kepala Dinas penanaman Modal pelayanan Terpadu satu pintu dan Tenaga

Kerja Kab. Bone Bolango

Nomor          :    503/DPMFTSPTK-BB/Telaah/  ca      /11/2020

Tanggal       :    10 Februari  2020

Perihal        :    Pemyusunan Regulasi Tentang Mall pelayanan publik

DASJffl 1. Undang  -  Undang  Nomor  6  Tahun  2003  tentang  Pembentukan
Kabupaten  Bone   Bolango  dan  Kabupaten  Pohuwato  di  Provinsi
Gorontalo.

2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.
4. Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan

Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96  Tahun 2012  tentang Pelaksaman
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayamn Puplik.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 .Tthun 2®11
tentang Retribusi Perizinan Tertentu  (I.embaran Daerah Kabupaten
Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 30).

7. Instruksi   Presidep   Nomor   5   Tahun   2016    tentang   Pemberian
Pengurangan  dan/atau  Keringanan  atau  Pembebasan  Pajak  Bea
Perolehan   Halc  Atas   Tanah   dan   Bangunan   Dan   Retribusi   Izin
Mendirikan      Bangunan      Rumah      Umum      Bagi      Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.

TULJUAN                 :       Pemohonan   Persetujuan   Pemyusunari   Regulasi   Tentang   Mall
Pelayanan Fublik ,

PERTIMBANGAN :  a.  bahwa  dalam  rangka  Pemberian  Bantuan  Kemudahan  Berusaha
maka  diaanggap  perlu  dfiakukan  pemusatan  lay
melalui Mall Pelayanan Publik

WW Icie ffidy;
erusaha



S-
PENUTUP

~_

b. Bahwa sehubungan dengali rencana pemerintah daerah Kab.  Bone
Boinngo  dalam  Melaksanakan  Pemusatan  Layanan  Melalui  Mall
Pelayaan   Publik   maka   dianggap   perlu   dilalnikan   Pemyusunan
Regulasi Tentang Mall Pelayanan Publik.

:   Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  dengan  homat  memohon
kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk kiranya dapat memberikan

persetujuan Pemyusunan Regulasi Tentang Mall Pefayanan Publik.
:   Demikian   telaahan   ini  disampaikan,   dengan   harapan   memperoleh

persetujuan, atasnya diucapkan terima kasih.

NIP.1974lo181993111cO2


